
 

 

 

PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG 

 
 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

NOMOR   6   TAHUN  2010 

 

TENTANG 

 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  

PADANG PANJANG NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG RETRIBUSI  

ATAS FATWA PERENCANAAN LINGKUNGAN (ADVICE PLANNING)  

DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG PANJANG  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

           

WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 

Bangunan Gedung, maka retribusi atas Fatwa Perencanaan 

Lingkungan (Advice Planning) yang diatur dalam Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 

12 Tahun 1993  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  Padang Panjang 

Nomor 4 Tahun 1997, perlu dicabut karena tidak sesuai lagi 

dengan kondisi saat ini; 

  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota 

Padang Panjang tentang Pencabutan Peraturan Daerah 

Kotamadya Tingkat II Padang Panjang Nomor 12 Tahun 1993 



 

 

tentang Retribusi Atas Fatwa Perencanaan Lingkungan 

(Advice Planning) dalam Kotamadya Daerah Tingkat II 

Padang Panjang. 

 

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 

Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah 

Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 962); 

  

  2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 3851); 

 

  3. 

 

 

 

 

4. 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

  5 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

 

  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah 



 

 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844); 

 

  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 

 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 

  10.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5043). 

 

  11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4139); 

 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4532); 

 



 

 

  14. 

 

 

 

15. 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007; 

 

  17. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 

2 Seri D.2); 

 

  18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 Tahun 2008 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 

8 Seri E.2). 

 
                                                    Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

dan 

WALIKOTA PADANG PANJANG 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH 

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG 

PANJANG NOMOR 12 TAHUN 1993 TENTANG 

RETRIBUSI ATAS FATWA PERENCANAAN 

LINGKUNGAN (ADVICE PLANNING) DALAM 

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG 

PANJANG. 

  

 

 

 

Pasal 1 

  

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang 

Panjang  Nomor 12 Tahun 1993 tentang Retribusi atas Fatwa 

Perencanaan Lingkungan (Advice Planning) dalam 

Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang (Lembaran 

Daerah Kotamadya Daerah  Tingkat II Padang Panjang Tahun 

1994 Nomor  11 Seri  B.5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang 

Panjang Nomor 4 Tahun 1997 (Lembaran Daerah Kota 

Padang Panjang Tahun 1997 Nomor 7 Seri B.1) dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
 

Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal   

diundangkan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang. 

 

 

 

                                     

         WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

         dto 

 

             SUIR SYAM 
 

Diundangkan di :  Padang Panjang 

pada tanggal      :   22 Juni  2010 

   

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 

 

 

 dto 

 

                                   ALI ASMAR     

 

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2010  

NOMOR 6 SERI C.2  

 

 

 

       Ditetapkan di : Padang Panjang 

       pada tanggal : 22   Juni    2010  

   


